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PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 9/14/PBi/2007 TENTANG

SISTEM INFORMASI DEBITUR
(Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016,
tanggal 3 Oktober 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa dalam rangka memperlancar proses pe-
nyediaan dana untuk mendorong pembangunan
ekonomi dan penerapan manajemen risiko kredit
yang efektif serta tersedianya informasi kualitas
debitur yang dapat diandalkan, diperfukan adanya
sistem informasi debitur yang lengkap, akurat,
terkini dan utuh;

bahwa untuk mendukung tersedianya informasi
debitur yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh,

serta untuk rmeningkatkan disiplin pasar, diperlu- |

kan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan
sistem informasi debitur; f

bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Bank_In-
donesia dan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 18
Oktober 2013 tentang Kerjasama dan Koordinasi

dalam rangka Pelaksanaan Tugas Bank Indone- |
sia dan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia |

dan Otoritas Jasa Keuangan bekerjasama dan
berkoordinasi terkait pertukaran informasi Lem-
baga Jasa Keuangan serta pengelolaan sistem
pelaporan bank dan perusahaan pembiayaan;

bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Bank !n- |

donesia dan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 3
Desember 2015 tentang Kerjasama dan Koordi-
nasi dalam rangka Pengelolaan dan Pengemban-
gan Sistem Informasi Debitur, Bank Indonesia
bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan melaku-
kah penyempurnaan ketentuan terkait Sistem In-
formasi Debitur di Bank Indonesia;

&

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan {Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3472}, seb-
agaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Repub-

lik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tamba- |
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor |

3790);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia {Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1992 Nomor 66, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peng- |

ganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2009 Nomeor 7, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4962);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

| PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBA-

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d,
perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia ten-
tang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia
Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi
Debitur;

HAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
9/14/PBI/2007 TENTANG SISTEM INFORMASI DEBI-
TUR.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank

Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem In- :
formasi Debitur (Lembaran Negara Republik Indonesia |

Tahun 2007 Nomor 143, Tambahan Lembaran Neg-

| ara Republik Indonesia Nomor 4784) diubah sebagai
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berikut:
i
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Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi seb-
agai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang di-

maksud dengan:

1.

Bank Umum adalah bank umum sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang yang men-
gatur mengenai perbankan, termasuk kantor
cabang bank asing.

Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya dis- :

ingkat BPR adalah bank perkreditan rakyat se-
bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
yang mengatur mengenai perbankan.

. Lermbaga Keuangan Non-Bank adalah lembaga
keuangan yang meliputi asuransi, dana pensi- |

un, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan
pembiayaan, serta badan lain yang menye-
lenggarakan pengelolaan dana masyarakat.
Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank adalah
perusahaan pembiayaan sebagaimana dimak-
sud dalam ketentuan yang mengatur menge-
nai perusahaan pembiayaan, yang melakukan
kegiatan usaha kartu kredit. '
Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang
menjalankan usaha simpan pinjam sebagaima-
na dimaksud dalam Undang-Undang yang
mengatur mengenai perkoperasian.

Pelapor adalah Bank Umum, BPR, Lembaga

Keuangan Non-Bank, Penyelenggara Kartu

Kredit Selain Bank, dan Koperasi Simpan Pin-
jam, yang meliputi kantor yang melakukan ke-
giatan operasional, antara lain:

kantor pusat;

kantor cabang;

unit syariah;

kantor cabang bank asing; dan

e. kantor cabang pembantu bank asing,
yang menyampaikan Laporan Debitur.

a o oo

. Debitur adalah perorangan, perusahaan, atau

badan yang memperoleh satu atau lebih fasili-
tas penyediaan dana.

Informasi Debitur adalah informasi dalam
Sistem Informasi Debitur yang antara lain
berupa data Debitur, pemilik dan pengurus,
fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debi-
tur, agunan, penjamin, dan kolektibilitas.

Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan

adalah lembaga pengelola informasi perkredi-
tan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
yang mengatur mengenai lembaga pengelola
informasi perkreditan.

10.Laporan Debitur adalah informasi yang disaji-

kan dan dilaporkan oleh Pelapor kepada Bank
Indonesia menurut tata cara dan bentuk lapo-
ran yang ditétapkan oleh Bank Indonesia.

11. Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang

menyediakan informasi Debitur yang meru-
pakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang
diterima Bank Indonesia.

12, Penyediaan Dana adalah penanaman dana Pel-

apor baik dalam Rupiah maupun valuta asing,
dalam bentuk Kredit, Surat Berharga, Penem-
patan, Penyertaan Modal, Penyertaan Modal
Sementara, Tagihan Lainnya, dan Transaksi
Rekening Administratif, serta bentuk penye-
diaan dana lainnya yang dapat dipersamakan
_dengan itu.

13. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan

yang dapat dipersamakan dengan itu, ber- |
dasarkan persetujuan atau kesepakatan pin-
jam meminjam antara Pelapor dengan pihak
lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi utangnya setelah jangka waktu ter-
tentu dengan pemberian bunga, termasuk:

a. cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif
pada rekening giro nasabah yang tidak
dapat dibayar lunas pada akhir hari;

b. pengambilali'han tagihan dalam rangka ke-
giatan anjak piutang; dan/atau

c¢. pengambilalihan atau pembelian Kredit dari
pihak lain.

14. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang,

wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap
derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu
kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang
lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan
pasar uang.

15. Penempatan adalah penanaman dana Pelapor

pada bank lain dalam bentuk giro, interbank
call money, deposito berjangka, sertifikat de-
posito, Kredit, dan penanaman dana lainnya
yang sejenis.

16. Penyertaan Modal adalah penanaman dana

Pelapor dalam bentuk saham pada bank dan/
atau perusahaan di bidang keuangan lainnya
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sebagaimana diatur dalam peraturan perun-
dang-undangan, seperti perusahaan sewa
guna usaha, modal ventura, perusahaan efek,
asuransi, serta lembaga kliring penyelesa-
ian dan penyimpanan, termasuk penanaman
dalam bentuk surat utang konversi (convert-
ible bonds) dengan opsi saham (equity op-
tions) atau jenis transaksi tertentu yang be-
rakibat Pelapor memiliki atau akan memiliki
saham pada bank dan/atau perusahaan yang
bergerak di bidang keuangan lainnya.

17.Penyertaan Modal Sementara adalah Penyer- '

taan Modal oieh Pelapor dalam perusahaan

Debitur untuk mengatasi kegagalan Kredit |

(debt to equity swap), termasuk penanaman
dalam bentuk surat utang konversi (convert-
ible bonds) dengan opsi saham (equity op-
tions) atau jenis transaksi tertentu yang be-
rakibat Pelapor memiliki atau akan memiliki
saham pada perusahaan Debitur.

18. Tagihan Lainnya adalah tagihan Pelapor ke-

pada pihak lain antara lain berupa Surat Ber- |

harga yang dibeli dengan janji dijual kembali
{reverse repo), tagihan akseptasi, dan tagihan
derivatif.

19. Transaksi Rekening Administratif adalah kew-

ajiban komitmen dan kontinjensi yang antara |

lain berupa penerbitan jaminan, letter of credit
{LC), standby letter of credit {SBLC), dan/atau
kewajiban komitmen dan kontinjensi lain.

Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi se-

bagai berikut:

Pasal 17

(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur
dan/atau koreksi Laporan Debitur secara on-
line.

{2) Penyampaian Laporan Debitur dan/atau kore-
ksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat disampaikan melalui:

a. kantor Pelapor yang bersangkutan; atau

b. kantor pusat atau kantor cabang lainnya
dari Pelapor dimaksud,

dengan tetap menggunakan sandi kantor Pel-

apor yang bersangkutan.

{3) Pelapor yang mengalami gangguan teknis

dalam menyampaikan Laporan Debitur dan/ |

atau koreksi Laporan Debitur menyampaikan

Laporan Debitur dan/atau koreksi ‘Laporan
Debitur secara offline.

(4) Penyampaian Laporan Debitur dan/atau kore-
ksi Laporan Debitur secara offline sebagaima-
na dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling
lambat 3 (tiga) hari kerja setelah batas akhir
periode penyampaian Laporan Debitur dan/
atau koreksi Laporan Debitur dengan surat
pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia
dengan dilamphiri dokumen pendukung dari in-
stansi yang terkait dengan kondisi gangguan
dimaksud. i :

(5) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan
Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan
Debitur secara offline apabila menyampaikan
Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan
Debitur secara offline melampaui batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(8) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa
(force majeure} sehingga tidak memungkink-
an untuk menyampaikan Laparan Debitur dan/
atau koreksi Laporan Debitur secara online
dan offline sampai dengan batas akhir periode
penyampaian Laporan Debitur dan/atau kore-
ksi atas Laporan Debitur, wajib memberitahu-
kan secara tertulis kepada Bank Indonesia un-
tuk memperoleh pengecualian penyampaian
Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan
Debitur.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi se-

bagai berikut:
Pasal 19
(1) Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan
Debitur secara cnline sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat {1) dan ayat (2} wajib
disampaikan kepada Kantor Pusat Bank Indo-
nesia.

(2) Dalam hal Pelapor melakukan kegiatan opera- |

sional di luar wilayah Indonesia maka Lapo-
ran Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
disusun dan disampaikan cleh kantor pusat
Petapor.

(3) Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan
Debitur secara offline sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (3) dan pemberitahuan
tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
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17 ayat (4} dan ayat (8), wajib disampaikan

kepada:

a. Departemen Pengelclaan dan Kepatuhan
Laporan c.q. Divisi Pengawasan Informa-
si Perkreditan Nasional JI.M.H. Thamrin
No.2 Jakarta 10350, bagi Pelapor yang
berkedudukan di wilayah kerja Kantor Pu-
sat Bank Indonesia; atau

b. Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank
Indonesia setempat, bagi Pelapor yang
berkedudukan di luar witayah kerja Kantor
Pusat Bank Indonesia.

Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi se-
bagai berikut:
Pasal 20
Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur
terdiri atas:

a. Pelapor;

b. Debitur;

c. Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan;
atau

d. pihak lain.

Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 2
(dua) pasal, yakni Pasal 25A dan Pasal 25B yang
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25A
{1} Pelapor wajib menyampaikan informasi kepa-
da Debitur terkait pelaporan Penyediaan Dana
ke dalam Sistem Informasi Debitur.
(2) Penyampaian informasi sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui |

sarana antara lain formulir, surat elektronik

{e-mail), dan pesan singkat (short messages |

service).

Pasal 25B

(1) Dalam hal Pelapor menerima pengaduan Debi- |

tur terkait Inforrmasi Debitur dalam Sistem
Informasi Debitur, Pelapor wajib menindak-
lanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling
lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tang-
gal penerimaan pengaduan.

{2) Pelapor wajib menginformasikan batas waktu
penyelesaian pengaduan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) kepada Debitur.

(3) Dalam hal Pelapor telah menyelesaikan pen-

gaduan Debitur, Pelapor wajib menginforma-
sikan hasil penyelesaian pengaduan dimaksud
kepada Debitur secara tertulis dan/atau meng-
gunakan sarana teknologi informasi sesuai
permintaan Debitur.

(4) Pelapor wajib mengadministrasikan seluruh
pengaduan yang diterima.

(5) Pelapor wajib melaporkan pengaduan Debi-
tur dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan
Debitur kepada Bank Indonesia secara tri-
wulanan paling lambat tanggal 10 (sepuluh)
setelah akhir triwulan yang disampaikan ke-
pada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan
_Laporan c.q. Tim Layanan Informasi Perkredi-
tan dan Penanganan Pengaduan, JI. M.H.
Thamrin No.2 Jakarta 10350.

{6) Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat {b)
jatuh pada hari libur, penyampaian laporan di-
lakukan pada hari kerja berikutnya.

Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi se-

bagai berikut:

Pasal 26

(1) Pelapor wajib menunjuk petugas pelaksana
dan/atau pejabat yang bertanggung jawab
dalam:

a. menyampaikan Laporan Debitur;

b. melakukan verifikasi Laporan Debitur; dan

¢. mengajukan permintaan dan menerima in-
formasi Debitur,

(2) Pelapor wajib membuat user-id petugas yang
ditunjuk untuk menyampaikan Laporan Debi-
tur, mengajukan permintaan, dan menerima
informasi Debitur.

(3} Pelapor wajib menyampaikan daftar pihak
vang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lambat
2 (dua) bulan sejak Bank Indonesia memberi-
kan user-id dan password web Sistem Infor-
masi Debitur.

(4) Dalam hal terjadi perubahan atas daftar pihak
yang ditunjuk sebagai petugas pelaksana dan/
atau pejabat yang bertanggung jawab seb-
agaimana dimaksud pada ayat {1}, Pelapor
wajib menghapus user-id sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2} dan menyampaikan peruba-
han daftar dimaksud paling lambat 7 (tujuh)
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hari kerja setelah terjadinya perubahan.

(5) Daftar pihak yang ditunjuk sebagai petugas
pelaksana dan/atau pejabat yang bertanggung
jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (4) disampaikan kepada Departemen
Pengeloiaan dan Kepatuhan Laporan c.q. Tim

Layanan Informasi Perkreditan dan Penangan- |

an Pengaduan, JI. M.H. Thamrin No.2 Jakarta
10350.

7. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi se-
bagai berikut:
Pasal 30
Pelapor yang dinyatakan terlambat menyam-
paikan koreksi iaporan Debitur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1} huruf a dan

Pasal 15 dikenakan sanksi kewajiban membayar

‘dengan ketentuan sebagai berikut:

a. bagi Bank Umum sebesar Rp100.000,00 (se-
ratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan,
paling banyak sebesar Rp3.600.000,00 (tiga
juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap kan-
tor Pelapor; dan

b. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain |
Bank, Lembaga Keuangan Non-Bank, dan Ko- :
perasi Simpan Pinjam sebesar Rp25.000,00 |

(dua puluh lima ribu rupiah) per hari ker-
ja keterlambatan, paling banyak sebesar
Rp200.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)
untuk setiap kantor Pelapor.

8. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi se-
bagai berikut:
Pasal 32
{1} Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur
atau koreksi Laporan Debitur secara offline
yang tidak memenuhi ketentuan sebagaima-

na dimaksud dalam Pasal 17 ayat {1), Pasal |
17 ayat (2), dan Pasal 17 ayat (3} dikenakan |
sanksi kewajiban membayar dengan ketentu- |

an sebagai berikut:

a. bagi Bank Umum, sebesar Rp1.000.000,00
{satu juta rupiah} per Laporan Debitur un-
tuk setiap kantar Pelapor; dan

b. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Se-
lain Bank, Lembaga Keuangan Non-Bank,
dan Koperasi Simpan Pinjam sebesar
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per

Laporan Debitur untuk setiap kantor Pel-
apor.

{2} Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

{1) tidak berlaku dalam hal:

a. Pelapor menyampaikan koreksi Laporan
Debitur secara offline atas dasar temuan
Bank Indonesia; dan/atau

b. Pelapor menyampaikan koreksi Laporan

Debitur secara offline yang disampaikan |
melampaui akhir bulan setelah bulan Lapo-

ran Debitur yang bersangkutan.

(3) Pelapor yang dinyatakan terlambat menyam- |

paikan Laporan Debitur secara offline melam-

paui batas waktu sebagaimana dimaksud |
dalam Pasal 17 ayat (5) dikenakan sanksi ke- |
wajiban membayar dengan ketentuan sebagai |

berikut:

a. bagiBank Umum, sebesar Rp1.000.000,00 :

(satu juta rupiah) per hari kerja keterlam-
batan untuk setiap kantor Pelapor; dan

b. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Se-
lain Bank, Lembaga Keuangan Non-Bank,
dan Koperasi Simpan Pinjam sebesar
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per
hari kerja keterlambatan untuk setiap kan-
tor Pelapor.

(4} Pelapor yang dinyatakan terlambat menyam- |

paikan koreksi Laporan Debitur secara offline

melampaui batas waktu sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 17 ayat (b} dikenakan sanksi
kewajiban membayar dengan ketentuan seb-
agai berikut:

a. bagi Bank Umum, sebesar Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah) per hari kerja ket-
erlambatan, paling banyak sebesar
Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu
rupiah) untuk setiap kantor Pelapor; dan

b. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Se-
lain Bank, Lembaga Keuangan Non-Bank,
dan Koperasi Simpan Pinjam sebesar
Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
per hari kerja keterlambatan, paling banyak
sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus
ribu rupiah) untuk setiap kantor Pelapor.

Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 |
(satu) pasal, yakni Pasal 33A yang berbunyi seb-
agai berikut:
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10.

11.

 Pasal 33A
Pelapor yang menolak permintaan Debitur
yang ingin memperoleh Informasi Debitur atas
nama Debitur yang bersangkutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dikenakan
sanksi teguran tertulis.

Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1

{satu} pasal, yakni Pasal 34A yang berbunyi seb-

agai berikut:

Pasal 34A

{1) Pelapor yang tidak menyampaikan informasi
kepada Debitur terkait pelaporan Penyediaan
Dana ke dalam Sistem Informasi Debitur se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 25A ayat
{1), dikenakan sanksi teguran tertulis.

(2) Pelapor yang tidak menindaklanjuti dan me-
nyelesaikan pengaduan Debitur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25B, dikenakan sanksi |

teguran tertulis.

Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi se- |

bagai berikut;

Pasal 35

{1) Bagi Pelapor baru, pelaksanaan pengenaan
sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,
Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32
mulai berlaku 9 (sembilan} bulan sejak batas
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Pengenaan sanksi bagi Pelapor baru hasil
merger atau konsolidasi mulai berlaku 3 (tiga)
bulan sejak diberikannya user-id dan pass-
word Web Sistem Informasi Debitur.

{3) Bagi Pelapor baru, pelaksanaan. pengenaan
sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
mulai berlaku sejak diberikannya akses Web
Sistem informasi Debitur.

Pasal I
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku

| pada tanggal diundangkan.

3|

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin- |
tahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Re-
publik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Cktober 2016
GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd. :
AGUS D.W. MARTOWARDOQJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 185

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/21 /PBI/2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 9/14/PBI/2007 TENTANG SISTEM
INFORMASI DEBITUR

UMUM

Kelancaran proses penyediaan dana dan
penerapan manajemen risiko kredit yang efek-
tif serta ketersediaan informasi kualitas Debitur
yang diandalkan dapat dicapai apabila didukung
oleh Sistem Informasi Debitur yang lengkap, aku-
rat, terkini, dan utuh, terutama mengenai Debi-
tur yang sebelumnya telah memperoleh penyedi-

aan dana. Untuk kepentingan manajemen risiko, |

Sistem Informasi Debitur dibutuhkan untuk me-

nentukan profil Kredit Debitur. Selain itu tersedi- |

anya informasi kualitas Debitur, diperlukan juga

untuk melakukan sinkronisasi penilaian kualitas |

Debitur di antara Pelapor.
Berdasarkan Keputusan Bersama Bank fndo-
nesia dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal

18 Oktober 2013 tentang Kerjasama dan Koordi-

nasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Bank Indo-

.nesia dan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indone- |

sia dan Otoritas Jasa Keuangan bekerjasama dan
berkoordinasi terkait pertukaran informasi Lem-
baga Jasa Keuangan serta pengelolaan sistem
pelaporan bank dan perusahaan pembiayaan.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Bersa- |

ma Bank Indonesia dan QOtoritas Jasa Keuangan
5 tanggal 3 Desember 2015 tentang Kerjasama
dan Koordinasi ‘dalam rangka Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Informasi Debitur, Bank
Indonesia bersama dengan Otoritas Jasa Keuan-
gan melakukan penyempurnaan ketentuan terkait
Sistem Informasi Debitur di Bank Indonesia, dan
Bank Indonesia melakukan penerbitan ketentuan.
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Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan
efisiensi penyelenggaraan Sistem Informasi Debi-
tur yang menghasilkan- informasi Debitur yang
lengkap, akurat, terkini dan utuh maka diperlukan
penyempurnaan ketentuan mengenai sistem in-

- formasi debitur yang meliputi perubahan cakupan

pelapor, pelaksanaan pengawasan, penyesuaian

sanksi, serta penyempurnaan tata cara pelaporan

atau permintaan Informasi Debitur.

PASAL DEMI PASAL
Pasal |

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas..
Angka 2
Pasal 17
Ayat (1}

Yang dimaksud dengan “Penyampaian Lapo-
ran Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur se-
cara online” adalah penyampaian Laporan Debi-
tur dan/atau koreksi Laporan Debitur oleh Pelapor
dengan cara mengirim atau mentransfer rekaman
data Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan
Debitur secara langsung melalui jaringan teleko-
munikasi ekstranet Bank !ndonesia atau melalui
jaringan telekomunikasi lain yang ditetapkan oleh
Bank Indcnesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis”
adalah gangguan yang menyebabkan Pelapor ti-
dak dapat menyampaikan Laporan Debitur dan/
atau koreksi Laporan Debitur secara online, an-
tara lain gangguan pada jaringan telekomunikasi
dan pemadaman listrik.

Yang dimaksud dengan “penyampaian Lapo-
ran Debitur danfatau koreksi Laporan Debitur se-
cara offline” adalah penyampaian Laporan Debi-
tur dan/atau koreksi Laporan Debitur oleh Pelapor
yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman
data Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan
Debitur kepada Bank Indonesia antara lain dalam
bentuk compact disc.

Avyat (4)

Dokumen pendukung dari instansi yang ter-
kait dengan kondisi gangguan teknis antara lain
surat dari penyedia jaringan telekomunikasi dalam
hal Pelapor mengalami gangguan telekomunikasi
atau surat dari penyedia jaringan listrik dalam hal

Pelapor mengalami pemadaman. listrik.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Avyat (6)

Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa
(force majeure}” antara lain kebakaran, kerusu-
han massa, perang, konflik bersenjata, sabotase,
serta bencana alam seperti banjir dan gempa bumi
yang mengganggu kegiatan operasional Pelapor.
Angka 3
Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 25A

Cukup jelas.
Pasal 258
Avyat (1) s/d Ayat {3)

Cukup jelas.

Ayat (4) _

Yang dimaksud dengan “mengadministrasi-
kan” adalah melakukan penatausahaan atas se-
tiap pengaduan baik yang dimintakan secara ter-
tulis, lisan, atau menggunakan sarana elektronik.
Penatausahaan tersebut dapat menggunakan sa-
rana teknologi informasi.

Avyat (5)
Pelaporan dilakukan dalam bentuk laporan ter-

tulis yang disampaikan oleh setiap kantor Pelapor

melalui kantor pusat Pelapor yang bersangkutan.

Laporan berkala pengaduan Debitur dan tin-
dak lanjut penyelesaian pengaduan Debitur dis-
ampaikan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia
antara lain berupa nama Debitur, tanggal pengad-
uan, ringkasan permasalahan dan penyelesaian-
nya, dan jangka waktu penyelesaian.

Laporan berkala pengaduan Debitur dan tin-
dak lanjut penyelesaian pengaduan Debitur untuk
periode triwulan } disampaikan paling lambat pada
tanggal 10 April, periode triwulan Il disampaikan
paling lambat pada tanggal 10 Juli, periode tri-
wulan !l disampaikan paling lambat pada tanggal
10 Oktober, dan periode triwulan 1V disampaikan
paling lambat pada tanggal 10 Januari.

Ayat (6]}

Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 26

Cukup jelas.
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Angka 7

Pasal 30

Huruf a

Contoh:

Apabila 1 (satu) kantor cabang Bank Umum me-
nyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan Mei
2016 pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016,
kantor cabang Bank Umum dinyatakan terlambat
menyampaikan koreksi Laporan Debitur selama 6
(enam) hari kerja sehingga kantor cabang Bank
Umum dikenakan sanksi kewajiban membayar
sebesar 6 (enam) hari kerja x Rp100.000,00 (se-

~ ratus ribu rupiah) = Rp600.000,00 {enam ratus

ribu rupiah).
Apabila 1 ({satu) Pelapor kantor cabang Bank
Umum menyampaikan koreksi Laporan Debitur

bulan Mei 2016 pada hari Senin tanggal 22 Agus- |

tus 2016, kantor cabang Bank Umum dinyatakan
terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debi-
tur selama 48 {empat puluh delapan} hari kerja,
sehingga kantor cabang Bank Umum dikenakan
sanksi sebesar Rp3.600.000,00 {tiga juta enam
ratus ribu rupiahj}.
Huruf b
Contoh:
Apabila kantor pusat BPR menyampaikan kore-
ksi Laporan Debitur bulan Mei 2016 pada hari
Senin tanggal 20 Juni 2016, kantor pusat BPR
dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi
Laporan Debitur $elama 6 {enam) hari kerja se-
hingga kantor pusat BPR dikenakan sanksi ke-
wajiban membayar sebesar 6 {enam) hari kerja
x Rp25.000,000 (dua puluh lima ribu rupiah) =
Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
Apabila kantor pusat BPR menyampaikan koreksi
Laporan Debitur bulan Mei 2016 pada hari Senin
tanggal 22 Agustus 2016, kantor pusat BPR
dinyatakan terlambat 48 (empat puluh delapan)
hari kerja, sehingga kantor pusat BPR tersebut
dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar
Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
Angka 8
Pasal 32
Ayat (1) s/d Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat {4)
Huruf a
Contoh: |
Satu kantor cabang Bank Umum mengalami
gangguan teknis sampai dengan hari Sefasa tang-

gal 12 Juli 2016 dan upaya penyampaian ko-
reksi Laporan Debitur secara online tidak dapat
dilakukan. Koreksi Laporan Debitur disampaikan
secara offline pada hari Senin tanggal 18 Juli
2016 sehingga terlambat dari batas waktu Yang g
ditetapkan yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Juli |
2016 (3 (tiga) hari kerja setelah tanggal 12 Juli
2016). Terhadap hal tersebut, kantor cabang
Bank Umum dikenakan sanksi kewajiban mem- 5
bayar sebesar 1 (satu} hari kerja x Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah) = Rp100.000,00 {seratus |
ribu rupiah).
Huruf b i
Contoh:
Satu kantor cabang BPR mengalami gangguan
teknis sampai dengan hari Selasa tanggal 12 Juli' |
2016 dan upaya penyampaian koreksi Laporan |
Debitur secara online tidak dapat dilakukan. Ko- |
reksi Laporan Debitur disampaikan secara offline .
pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sehingga
terlambat dari batas waktu yang ditetapkan yaitu
pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 (3 (tiga)
hari kerja setelah tanggal 12 Juli 2016). Terha-
dap hal tersebut, kantor cabang BPR dikenakan |
sanksi kewajiban membayar sebesar 1 _{satu) hari
keria x Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) |
= Rp25.000,00 (dua puiluh lima ribu rupiah).
Angka 9
Pasal 33A

Cukup jelas.
Angka 10
Pasal 34A

Cukup jelas.
Angka 11
Pasal 35
Ayat {1) i

Yang dimaksud dengan “Pelapor baru” adalah
Pelapor yang baru memulai kegiatan bperasional |
atau baru menjadi Pelapor setelah dikeluarkannya |
Peraturan Bank Indonesia ini.
Avyat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas.
Pasal Il

Cukup jelas.
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